BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PENERIMA PENSIUN
PNS DALAM UU NO. 11 TAHUN 1969 KAITANNYA DENGAN PENENTUAN

AHLI WARIS

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penerima Uang Pensiun PNS
Janda/Duda
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Pensiun PNS Bagian dari Harta Waris
Untuk menganalisis mengenai ketentuan penerima pensiun PNS
Janda/duda dalam UU No. 11 Tahun 1969, maka penting juga untuk
menganalisis kedudukan uang pensiun PNS dalam undang-undang tersebut. Hal
ini akan lebih mempermudah untuk menganalisis mengenai ketentuan penerima
uang pensiun PNS, jika terlebih dahulu sudah diketahui apakah uang pensiun
tersebut merupakan harta peninggalan atau bukan.

Dalam bab II dijelaskan bahwa harta peninggalan dalam Islam disebut

dengan istilahd K'S";JL yang mana bentuk masdar kata _:5,'? bermakna dasar harta

peninggalan, yakni seluruh harta pewaris sebelum diambil biaya perawatan,
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penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang dan wasiat. Harta peninggalan
masih bercampur dengan hak orang lain.!

Pada bab III diuraikan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak atas pensiun, ketentuan
ini terdapat dalam Pasal 10 UU No. 43 Tahun 1999. Adapun menurut pasal 1
ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981, pensiun adalah penghasilan
yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulannya berdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Yang mana bertujuan untuk memberikan
jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-
jasa dan pengabdiannya kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Adapun pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasal
dari iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebesar 4,75% (empat
koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

Uang pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah uang yang diambil dari

potongan gaji Pegawai Negeri Sipil semasa hidupnya. Uang tersebut merupakan

! Sukris Sarmadi, 7ransendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif; (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), 37.

2 Zulaini Wahab, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2001), 107-108.
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hak dari Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dan jika pegawai tersebut

meninggal dunia maka akan berpindah haknya kepada ahli waris. Oleh karena

itu ketika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka uang pensiun akan
diberikan kepada ahli warisnya yang terbatas hanya isteri/suami, anak atau
orang tua (jika pegawai tewas).

Penjelasan yang demikian mempunyai kesamaan unsur dengan pewarisan
(al-miras), adapun pengertian pewarisan adalah perpindahan milik atas harta
peninggalan mayat kepada ahli waris yang masih hidup ketika mayat meninggal,
baik berupa harta atau berupa hak yang bernilai ekonomi menurut syariat 3

Dengan demikin, uraian di atas memberi pemahaman bahwa pensiun
yang diberikan kepada keluarga PNS yang meninggal dunia tersebut mempunyai
kemiripan defisini dengan pengertian tirkah karena:

a. Uang pensiun berasal dari pemotongan sebesar 4,75% dari gaji pokok
sebulan. Yang mana gaji tersebut didapatkan selama Pegawai Negeri Sipil
masih hidup.

b. Uang pensiun dapat dipusakai oleh ahli waris ketika Pegawai Negeri Sipil
meninggal dunia.

c. Uang pensiun merupakan peninggalan mayit yang sah menurut hukum dan

bernilai ekonomi.

3 Syuhada Syarkun, Jimu Faraid, (Jombang: Pelita, 2008), 11.
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2. Analisis Hukum Islam terhadap Penerima Pensiun PNS Janda/Duda

Dalam hukum waris Islam, Ahli waris (a/-waris), yakni orang yang
berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu
dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab
(darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala’
(memerdekakan hamba sahaya).! Mengenai penyebab mendapatkan harta
warisan, ketentuan penerima uang pensiun sejalan dengan hukum kewarisan
Islam, yaitu karena ikatan nasab dan ikatan perkawinan.

Adapun Ahli waris utama terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda/duda,
ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak
tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata
lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah
ditentukan. Selanjutnya, para ahli waris dapat dikelompokan menjadi tiga
yaitu:’

1. Zawil Furiad
zawil furud adalah orang yang mempunyai bagian pasti dari harta
warisan. Bagian tersebut telah diperinci dengan ketentuan yang ada dalam

al-Quran.®

* Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1005.
5 Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 53.
6 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 54.
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2. Asabah
Asabah adalah ahli waris yang dapat menguasai harta warisan
karena menjadi ahli waris tunggal, atau menerima sisa harta warisan
setelah zawil firud mengambil bagian masing-masing atau sama sekali
tidak menerima warisan karena habis diambil zawil furud .’
3. Zawil Arham
Zawil arham adalah kerabat pewaris yang tidak mendapat bagian
tertentu di dalam al-Qur’an maupun Hadis, dan bukan termasuk pewaris
yang mendapat bagian sisa (.eg;.a'balr).8
Akan tetapi dalam Lembaran Negara Tahun 1962 No. 42 tentang
penjelasan dari UU No. 11 Tahun 1969, disebutkan bahwa yang berhak
atas uang pensiun adalah Pegawai Negeri, janda/duda, anak, atau orang
tua PNS. Adapun penjelasan secara rinci dapat dilihat pada UU No. 8
Tahun 1969 pasal 3 disebutkan bahwa:
a. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU No. 8
Tahun 1974.
b. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) atau penerima pensiun yang meninggal dunia.

" M. Samhuji Yahya, Hukum Waris dalam Syari’at Islam, (Bandung: Diponegoro, 1988), 85.

¥ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 1997), 80.
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c. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan
tidak mempunyai isteri lain.

d. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disah
menurut undang-undang Negara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
penerima pensiun atau penerima penerima pensiun janda/duda.

e. Orang tua adalah ayah kandung/ibu kandung Pegawai Negeri Sipil (PNS).°

Dalam kaitannya menentukan penerima uang pensiun janda/duda
PNS, UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai menjelaskan bahwa penerima resmi pensiun adalah
Janda/duda, anak atau orang tua. Ketentuan ini sckaligus menentukan
tingkatan paling berhak dalam menerima pensiun terlebih dahulu yaitu
janda/duda sebelum anak. Begitu pula anak berhak menerima sebelum orang
tua.

Mengenai ketentuan tentang urutan penerima uang pensiun
janda/duda yang lebih nengutamakan istri/suami dari seorang PNS yang
meninggal dunia dikarenakan:

1. Istri/suami dianggap sudah dapat melakukan perbuatan hukum.

Hal ini karena dalam hukum perdata seseorang yang sudah

menikah maka dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

® H. Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Pertja, 1987) ), 231.
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Sedangkan anak dianggap masih belum boleh melakukan
perbuatan hukum sendiri.

2. Dari segi hukum adat istri/suami berperan sebagai pengganti dari

suami/istri dalam tanggung jawab merawat anak-anak.

Ketentuan tentang penentuan ahli waris penerima uang pensiun PNS
tersebut sejalan dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi ada pembatasan
ahli waris yang hanya sebatas janda/duda, anak dan orang tua. Mengenai
urutan penerimaan uang pensiun PNS secara bergiliran, tentu akan
menyebabkan salah satu ahli waris akan menerima seluruh uang pensiun dan
menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan uang pesiun tersebut,
yang mana scharusnya dalam hukum kewarisan Islam diwarisi secara
bersama-sama sesuai bagian masing-masing, bukan dimiliki secara kolektif.

Hal ini juga tidak sesuai dengan salah satu asas hukum kewarisan
Islam, yaitu asas individual yang berarti setiap ahli waris (secara individual)
berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya
sebagaimana tercantum dalam Firman Allah surat an-Nisa’ (4) ayat 7 yang

berbunyi :
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Artinya :
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.”"’

Oleh karena itu, ahli waris penerima uang pensiun Pegawai

Negeri Sipil yang hanya terdiri dari janda/duda, anak, atau orang tua PNS,

jika dianalisis lewat sudut pandang Islam, maka ahli waris tersebut dapat

dikategorikan sebagai berikut:

a. Jika ahli waris penerima uang pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari
anak perempuan, orang tua, dan janda/duda, maka mereka termasuk
dalam golongan zawil furud yang mana mempunyai bagian tertentu yang
telah ditetapkan oleh al-Qur’an.

b. Jika ahli waris penerima uang pensiun adalah anak laki-laki atau bapak
ketika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, maka mereka
termasuk golongan asabah yang akan menerima sisa pembagian setelah

diambil oleh ahli waris zawil furud.

19 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2010), 78
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B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Bagian Waris Uang Pensiun PNS
Janda/Duda
Dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan

Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan ahli waris penerima uang pensiun

hanyalah sebatas janda/duda, anak dan orang tua. Akan tetapi terdapat urutan

dalam hal penerimaan uang pensiun tersebut secara bergantian. Pasal 16, 18

dan 20 UU No. 11 Tahun 1969 merinci urutan penerimaan pensiun

janda/duda lengkap dengan syaratnya diuraikan sebagai berikut:

Pertama, jika Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia maka pensiun

tersebut akan diteruskan diberikan kepada isteri/suami sebesar 36% dari

dasar pensiun. Dengan persyaratan seperti:

a. Isteri/suami tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai (KUP)

b. Jika tidak ada isteri/suami yang terdaftar, maka pensiun Janda/duda
diberikan kepada isteri/suami yang ada waktu Pegawai Negeri Sipil
tersebut meninggal dunia.

Kedua, jika isteri/suami tersebut meninggal dunia maka pensiun tersebut

akan diberikan kepada anak-anak Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar pada

Kantor Urusan Pegawai (KUP) sebesar 36% dari dasar pensiun. Dengan

persyaratannya yaitu:

a. Belum mencapai usia 25 tahun, atau

b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
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c. Belum nikah atau belum pernah nikah.

Ketiga, jika Pegawai Negeri Sipil tewas tanpa meninggalkan isteri/suami
ataupun anak, maka 20% dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tua.

Adapun dalam hukum kewarisan Islam terdapat urutan pembagian
harta warisan mula-mula dibagikan kepada zawil furud, jika harta warisan
masih sisa maka diberikan kepada asabah. Dan apabila pewaris tidak
meninggalkan ahli waris zawil furid maupun asabah, maka harta tersebut
diberikan kepada zawil arham."’

Jika urutan penmerima uang pensiun disesuaikan dengan hukum
kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Uang pensiun dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris penerima uang
pensiun yang termasuk golongan zawil furud. Adapun rincian bagiannya
adalah sebagai berikut:

a. Anak perempuan kemungkinan bagiannya yaitu:
1) Y% jika sendiri dan tidak bersama anak laki-laki. (QS. an-Nisa’:11)
2) 2/3 Dua atau lebih anak perempuan kandung, jika tidak bersama
saudara laki-laki. (QS. an-Nisa’ ayat 11)
b. Ibu, ada tiga kemungkinan bagiannya yaitu:
1) 1/6 apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki,

atau ada dua atau lebih saudara. (QS.an-Nisa’:11)

" Andi Tahir Hamidi, Beberapa Hal Baru tentang Pengadilan Agama dan Bidangnya, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), 44.
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2) 1/3 apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-
laki, tidak mempunyai saudara kandung, seayah atau seibu, dua
orang atau lebih. (QS. an-Nisa’:11)

c. Bapak, kemungkinan bagiannya yaitu:
1) 1/6 jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. (QS.
an-Nisa’:11)
d. Isteri, ada dua kemungkinan bagiannya yaitu:
1) Y% jika suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
(QS. an-Nisa’:12)
2) 1/8 bila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS.
an-Nisa’: 12)
e. Suami, ada dua kemungkinan bagiannya yaitu:
1) Y% jika isteri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS.
an-Nisa’:12)
2) Y jika isteri mempunyai anak atau cucu daﬁ anak laki-laki. (QS. an-
Nisa’:12)
2. Jika masih terdapat sisa sctelah dibagikan kepada ahli waris golongan
zawil furad, maka uang pensiun akan dibagikan kepada ahli waris asabah.
Adapun urutan asabah diantara ahli waris penerima uang pensiun adalah

sebagai berikut:
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a. Anak laki-laki yang pertama akan mendapatkan sisa harta warisan
tersebut.

b. Bapak akan menerima sisa harta warisan jika pewaris tidak
meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

c. Anak perempuan jika bersama anak laki-laki akan mendapatkan sisa
harta warisan.

Dari sana, kita dapat meninjau dari segi hukum kewarisan Islam,
bahwa bagian waris uang pensiun PNS mempunyai ketentuan yang sama,
akan tetapi tidak semua bagian waris disebutkan. Ahli waris uang pensiun
yang hanya janda/duda, anak dan orang tua tidak selalu mewarisi secara
bergantian, tetapi secharusnya dapat mewarisi secara bersamaan sesuai dengan
bagian masing-masing. Jika ketentuan ahli waris uang pensiun Pegawai
Negeri Sipil dalam UU No. 11 Tahun 1969 mengharuskan adanya urutan ahli
waris, maka idealnya ahli waris dalam peraturan tersebut hanya diartikan
sebagai penerima awal uang pensiun yang kemudian bisa dibagi kepada ahli
waris lainnya sesuai bagian masing-masing.

Sebagai contoh, ada seorang laki-laki PNS meninggal dunia dengan
meninggalkan seorang isteri dan satu anak laki-laki, satu anak perempuan
dan seorang ibu. Maka cara pembagian uang pensiun PNS yang sesuai

dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:
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Janda 1 1/8
Ibu 1 1/6
Anak laki-laki : asabah bil gair

Anak perempuan : asabah bil gair

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Mendapatkan Pensiun Janda/Duda
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Halangan Mendapatkan Pensiun
Janda/Duda
Adanya hubungan kewarisan belum tentu menjamin secara pasti hak
kewarisan. Ahli waris tidak sclamanya selalu mendapatkan harta warisan.
Adapun penyebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak
kewarisan) ada dua sebab yaitu:
1. Adanya penghalang pewarisan
Merupakan hal-hal, keadaan, atau tindakan yang menyebabkan
seseorang yang scharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya.'?
Misalnya: perbudakan (ar-rigg), pembunuvhan (al-gatl), dan berlainan

agama (ikhtilaf ad-din).

12 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 1997), 32.
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2. Adanya kelompok keutamaan
Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan
dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta
warisan dibandingkan dengan yang lain. Ada dua sebab keutamaan, yaitu:
a. Jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan yang
lain, seperti anak lebih dekat dari cucu, oleh karenanya anak lebih
utama daripada cucu dalam hak kewarisan.

b. Kuatnya hubungan kekerabatan, seperti saudara kandung lebih kuat
hubungannya dengan saudara seayah/seibu saja.

Dalam hukum kewarisan dikenal istilah Afjab, yaitu terhalangnya
seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris
lain yang lebih utama daripadanya.

Berdasarkan definisi diatas, maka hijab terbagi menjadi dua:

a. HijabPenvh (Hirman)

Hijab Hirman adalah tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli
waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapatkan apa-apa
disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Adapun ahli waris yang
dapat terhijab hirman ialah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu,
suami atau isteri. Anak laki-laki dan ayah dapat menghijab penuh ahli

waris lain, sedangkan suami/isteri tidak pernah bisa menghijab penuh.
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b. HijabKurang (Nughsan)

Hijab Nuqhsan adalah berkurangnya bagian yang semestinya
diterima oleh seseorang ahli waris karena adanya ahli waris lainnya.
Berkurangnya hak yang diterima seseorang ahli waris tersebut guna
memberikan kesempatan kepada ahli waris lainnya untuk sama-sama
menerima warisan. "

Aturan halangan pewarisan dalam hukum kewarisan Islam berbeda
dengan ketentuan penerima uang pensiun, sebab hilangnya hak menerima
uang pensiun telah diatur sebagai berikut:

1. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Uang pensiun ini
akan berakhir ketika janda tersebut menikah lagi atau meninggal
dunia.

2. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal
dunia dan tidak mempunyai isteri lain. Uang pensiun ini juga akan
berakhir duda tersebut menikah lagi atau meninggal dunia.

3. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang
disah menurut undang-undang Negara dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) penerima pensiun. Uang pensiun anak akan berakhir ketika:

13 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 199-203.
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a. Telah mencapai usia 25 tahun
b. Telah mempunyai penghasilan sendiri
c. Telah menikah.

4. Orang tua adalah ayah kandung/ibu kandung Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Uang pensiun akan diberikan kepada orang tua pegawai ketika
Pegawai Negeri Sipil tersebut tewas dan tidak meninggalkan
janda/duda atau anak. Uang pensiun ini akan berakhir ketika orang tua
tersebut meninggal dunia."*

Dalam bab III juga menguraikan uang pensiun janda/duda dapat
dihapus dan dibatalkan karena alasan-alasan tertentu yang berbeda
dengan hukum kewarisan Islam.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Persyaratan Mendapatkan
Pensiun Janda/Duda
Hukum kewarisan Islam menentukan syarat-syarat kewarisan
sebagaimana diuraikan pada bab II, yaitu:
a. Pewaris telah meninggal dunia, baik secara de facfo (mutlak karena sudah
meninggal) maupun de jure (dianggap atau dinyatakan meninggal).

b. Ahli waris masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia.

“ Hariyadi Saman, Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di
Indonesia, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 36
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c. Ahli waris diketahui status atau kedudukannya dalam pembagian harta
pening_z,galan.15
Akan tetapi mengenai syarat ketiga ini, Sayyid Sabiq mengatakan
bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam syarat kewarisan, karena
menurutnya yang menjadi syarat yang ketiga adalah tidak adanya salah satu
penghalang pewarisan.16
Dalam bab III telah diuraikan tentang persyaratan dan tata cara agar
mendapatkan uang pensiun. Seperti untuk mendapatkan pensiun secara
langsung ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu,
diantaranya:I7
a. Mengisi formulir
Peserta pensiun akan diberikan beberapa lembar formulir untuk
diisi, yaitu SP4A ( Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama)
model formulir A dan SP3R ( Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun
Rekening).
b. Melampirkan
Setelah mengisi formulir yang diberikan, para peserta pensiun

diwajibkan mengembalikan formulir tersebut dengan melampirkan

15 Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Ahkam al-Mawaris, (Dar al-Kutub al-Arabi, 1984),
13-15.

16 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1005.

7 Hariyadi Saman, Pokok-pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda Dudanya di
Indonesis, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), 37.
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fotocopy SK CPNS dan PNS, fotocopy SK Peninjauan masa kerja,
fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir, fotocopy SK Kenaikan Gaji
Berkala (KGB) terakhir, fotocopy DP3 terakhir, fotocopy KARPEG,
fotocopy KARIS/KARSU, fotocopy Surat Nikah (dilegalisir Lurah dan
Camat), daftar Susunan keluarga ditandatangani Lurah dan Camat,
pasfoto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing sejumlah 10 lembar, surat
keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib,
surat keterangan kematian (istri atau suami dari PNS pensiun) yang
disahkan oleh yang berwajib, fotocopi surat kelahiran anak dan surat
keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-
anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri,
dan surat keterangan dari Bupati/walikota/Kepala Daerah Tk.II yang
bersangkutan yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan
adalah orang tua kandung.'®
Persyaratan-persyaratan agar mendapatkan uang pensiun diatas tidak
ada dalam hukum kewarisan Islam, akan tetapi persyaratan tersebut masih

boleh diterapkan karena tidak bertentangan dengan Islam.

18 http://www.inkepeg.net/infkepeg.php?id=13, diakses pada tanggal 6 Mei 2012



